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ABSTRAK 

Reni Wahyuni   : Analisis   Penerapan  Prosedur  Belanja  Bantuan  Sosial  
Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Tugas Akhir 
Ini Dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat) 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur belanja bantuan sosial 

pada pemerintah provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan melihat kriteria yang 

ditetapkan dan prosedur pencairan yang dilakukan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan. Penulis 

mengumpulkan data langsung dari dinas terkait yang berhubungan dengan 

bantuan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan 

pengolahan data sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang prosedur belanja 

bantuan sosial pada Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa prosedur belanja 

bantuan sosial yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sudah 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu selektif, memenuhi persyaratan 

penerima bantuan, bersifat sementara atau terus menerus, dan sesuai tujuan. 

Berdasarkan penelitian, diperoleh juga bahwa dalam  pelaksanaannya sudah 

efektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Laporan 

Realisasi Anggaran menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan 

berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi adalah 

belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam PSAP Nomor 02 termasuk 

dalam belanja operasi karena terkait dengan kegiatan sehari-hari pemerintah pusat 

dan/atau daerah.  

Mengingat dalam PSAP Nomor 02 disebutkan bahwa belanja bantuan 

sosial merujuk pada jenis belanja, maka pemberian bantuan sosial tidak dapat 

hanya dikaitkan dengan fungsi perlindungan sosial. Dengan kata lain tidak semua 

pengeluaran dalam fungsi perlindungan sosial merupakan belanja bantuan sosial. 

Belanja bantuan sosial dapat dikeluarkan oleh unit lain yang tidak memiliki fungsi 

perlindungan sosial. Sebaliknya pengeluaran belanja bantuan sosial oleh unit yang 

tidak memiliki fungsi perlindungan sosial dapat dikategorikan sebagai belanja 

dalam fungsi perlindungan sosial.  

Dalam Buletin Teknis SAP No. 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan 

Sosial dijelaskan berbagai macam undang-undang yang mendukung belanja 

bantuan sosial diantaranya Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan 

bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
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pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 

tanggap darurat dan rehabilitasi, Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban 

untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada 

Badan Pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat tertentu dan Undang Undang 

Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selain itu, Undang Undang ini juga 

menjelaskan aktivitas penanggulangan kemiskinan.  

Pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur pertama kali 

dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Kemudian dilakukan perubahan lagi 

sebagaimana bisa kita lihat dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Dalam 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007, pemberian 

bantuan kepada partai politik masih dianggarkan sebagai bantuan sosial. Namun 

kemudian hal itu diubah melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu bahwa 

bantuan sosial kepada partai politik tidak boleh lagi dianggarkan dalam belanja 

sosial tetapi dalam belanja bantuan keuangan. Hal tersebut dipertegas kembali 

dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 bahwa bantuan sosial hanya diberikan 

kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. 

Pada tanggal 21 mei 2012 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 direvisi 

menjadi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yaitu khusus untuk bantuan sosial 

berupa uang yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga (tidak termasuk 

masyarakat dan lembaga non pemerintahan) dibagi menjadi dua kategori yaitu 
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bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang 

tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan 

dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat 

penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD Pokok/APBD Perubahan. 

Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan 

pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan. 

Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Negara / Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada seseorang atau organisasi 

kemasyarakatan dilakukan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan 

penggunaannya, dilakukan secara tidak terus menerus / tidak berulang setiap 

tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama atau transfer uang 

atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat 

guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut : dapat 

langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan 

termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan 

dan keagamaan, bersifat sementara atau berkelanjutan, ditujukan untuk mendanai 

kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 

sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana, bertujuan untuk 
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meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan 

fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko 

sosial, diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, 

dan/atau penguatan kelembagaan. 

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial yang bersumber 

dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan di bantuan sosial. Untuk membatasi apa 

saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja 

bantuan sosial memiliki kriteria.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. Maka dari itu ini penulis sangat ingin 

mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Judul : “ Analisis Penerapan Prosedur 

Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

(Penelitian ini dilakukan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

(DPKD)) ”. 

B.  Rumusan Masalah 

a. Apakah penetapan penerima belanja bantuan sosial sudah sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan SAP No.10 ? 

b. Bagaimana prosedur belanja bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat ? 

c. Bagaimana prosedur penetapan anggaran belanja bantuan sosial pada 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, ini dimaksudkan bertujuan untuk : 

a. Mengetahui dan mempelajari bagaimana proses penetapan penerima  

Belanja Bantuan Sosial yang sesuai dengan SAP No.10 

b. Mengetahui dan memahami bagaimana prosedur belanja bantuan sosial 

pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  

c. Mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penetapan anggaran 

belanja bantuan sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ? 

D. Manfaat penelitian  

a. Bagi Mahasiswa 

Memahami sistem prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial serta 

mendapatkan pengetahuan dan wawasan terutama tentang belanja bantuan 

sosial. 

b. Bagi DPKD Provinsi Sumatera Barat 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menggunakannya sebagai 

arsip ataupun bahan masukan dalam bentuk saran dan analisis sederhana 

dalam upaya peningkatan kualitas pengembangan kebijakan selanjutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

 
  Berdasarkan hasil observasi mengenai analisis penerapan sistem 

dan prosedur belanja bantuan sosial pada kantor Dinas Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mekanisme penetapan 

penerima belanja bantuan sosial sudah sesuai dengan SAP No.10 yaitu 

sesuai dengan kriteria penerima belanja bantuan diantaranya tujuan 

penggunaan untuk mengatasi risiko sosial yang terjadi pada masyarakat,  

penanggulangan bencana, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, 

dll. 

2. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam prosedur belanja 

bantuan sosial sudah didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

No.40 Tahun 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana 

pencairan dapat dilakukan apabila RAB (Rancangan Anggaran Belanja) 

dan syarat lainnya sudah dipenuhi. 

B. SARAN 

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat 

disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

prosedur pengelolaan belanja bantuan sosial, khususnya Dinas 
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Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat sebagai 

berikut : 

1. Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan lebih 

meningkatkan pemberian pelayanan prima pada masyarakat. 

2. Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada bidang 

BUD (Bendahara Umum Daerah) lebih teliti dalam memeriksa  

proposal serta kartu identitas yang diberikan penerima bantuan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pemberian dana bantuan.  
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